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MEMUTUSKAN 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI 
SUMATERA BARAT 

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
a. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat; 
b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah manurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya. 

c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; 
d. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat; 
e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat; 
f. Badan/Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur 

pendukung tugas Kepala Daerah; 
g. Unsur Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas badan; 
h. Inspektorat adalah Unsur Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut 

Inspektorat Provinsi; 
 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

 Pasal  2 
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut: 
1. Inspektorat Provinsi; 
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
3. Badan Kepegawaian Daerah; 
4. Badan Pendidikan Dan Pelatihan; 
5. Badan Kesatuan Bangsa,Politik Dan Perlindungan Masyarakat; 
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat. 
7. Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana; 
8. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 
9. Badan Perpustakaan Dan Kearsipan; 
10. Badan Ketahanan Pangan; 
11. Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi 

12. Kantor Penghubung; 
(2) Uraian Tugas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat  sebagaimana 
tercantum pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan 
Gubernur. 

 
BAB III 

ORGANISASI INSPEKTORAT PROVINSI 
Bagian Kesatu 

Kedudukan 
Pasal 3 

(1) Inspektorat Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 

(2) Inspektorat Provinsi dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara 
teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. 

 
 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 4 
Inspektorat Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas 
penyelenggaraan pemerintahan Provinsi. 

 
Pasal 5 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
Inspektorat Provinsi mempunyai fungsi: 
a. Perencanaan program pengawasan; 
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; 
 

Bagian Ketiga 
Susunan Organisasi 

Pasal 6 
(1) Susunan Organisasi Isnpektorat Provinsi, terdiri dari: 

1. Inspektur; 
2. Sekretariat terdiri dari: 

1. Sub. Bagian Perencanaan; 
2. Sub. Bagian Evaluasi Dan Pelaporan; 
3. Sub.Bagian Administrasi dan Umum; 
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3. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari; 
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan; 

4. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari; 
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan; 

5. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari; 
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan; 

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari; 
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan; 

7. Kelompok Jabatan Fungsional; 
(2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi sebagaimana tercantum 

dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 
 

BAB IV 
ORGANISASI BADAN PERENCANAAN   

PEMBANGUNAN DAERAH 
Bagian Kesatu 

Kedudukan 
Pasal 7 

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur 
perencana pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang 
Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

 
Bagian Kedua 

Tugas Pokok dan Fungsi 
Pasal 8 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan 
pembangunan. 
 

Pasal 9 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi: 
a. Perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan pembangunan; 
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan 

daerah; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; 

 
Bagian Ketiga 

Susunan Organisasi 
Pasal 10 

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri 
dari: 
1. Kepala Badan; 
2. Sekretariat terdiri dari: 

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub. Bagian Keuangan; 
3. Sub.Bagian Program; 

3. Bidang Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Sosial 
Budaya, terdiri dari: 
1. Sub Bidang SDM Kesra Dan Penanggulangan Kemiskinan; 
2. Sub Bidang Pemerintahan; 

4. Bidang Pengembangan Wilayah & Lingkungan Hidup, terdiri dari: 
1. Sub Bidang Pengembangan Wilayah; 
2. Sub Bidang Lingkungan Hidup; 

5. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan 
Perekonomian, terdiri dari: 
1. Sub Bidang Sarana Perekonomian; 
2. Sub Bidang Produksi; 

6. Bidang Statistik & Pengendalian Pembangunan, terdiri dari: 
1. Sub Bidang Data Dan Informasi Pembangunan; 
2. Sub Bidang Pengendalian Dan Evaluasi; 

7. Bidang Penelitian Dan Pengembangan, terdiri dari: 
1. Sub Bidang Penerapan Teknologi; 
2. Sub Bidang Analisa Kebijakan Dan Kondisi Sosial; 

8. Kelompok Jabatan Fungsional; 
(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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BAB V 
ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 11 
(1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas 

pemerintahan daerah di bidang kepegawaian; 
(2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur 
melalui Sekretaris Daerah. 

 
Bagian Kedua 

Tugas Pokok dan Fungsi 
Pasal 12 

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian daerah. 

 
Pasal 13 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Badan 
Kepegawaian  Daerah mempunyai fungsi: 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian; 
b. Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian Daerah; 
c. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, 

pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai 
dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan; 

d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; 

 
Bagian Ketiga 

Susunan Organisasi 
Pasal 14 

(1). Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari: 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat terdiri dari: 

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub. Bagian Keuangan; 
3. Sub. Bagian Program; 

c. Bidang Formasi Dan Pengadaan, terdiri dari: 
1. Sub Bidang Formasi; 
2. Sub Bidang Pengadaan Dan Pensiun; 

d. Bidang Mutasi Kepegawaian, terdiri dari: 
1. Sub Bidang Kepangkatan;  
2. Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Penempatan; 

e. Bidang Data Dan Pengembangan Pegawai, terdiri dari: 
1. Sub Bidang Pengolahan Data Dan Pelaporan; 
2. Sub Bidang Pengembangan Pegawai; 

f. Bidang Disiplin dan Pembinaan, terdiri dari: 
1. Sub Bidang Disiplin Pegawai; 
2. Sub Bidang Pembinaan Pegawai; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional; 
(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana 

tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
BAB VI 

ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
Bagian Kesatu 

Kedudukan 
Pasal 15 

(1) Badan Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung tugas 
pemerintah daerah di bidang pendidikan dan pelatihan; 

(2) Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur 
melalui Sekretaris Daerah. 

 
Bagian Kedua 

Tugas Pokok dan Fungsi 
Pasal 16 

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan 
pelatihan. 

Pasal 17 
Dalam  melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 16  Badan 
Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi: 
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan pelatihan; 
b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Provinsi di bidang 

pendidikan dan pelatihan; 
c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di 

bidang pendidikan dan pelatihan; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; 
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Bagian Ketiga 
Susunan Organisasi 

Pasal 18 
(1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari: 

a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub. Bagian Keuangan; 
3. Sub.Bagian Program; 

c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari: 
1.  Sub Bidang Perencanaan, Analisa Kebutuhan Diklat dan 

Sertifikasi; 
ngembangan, Kerjasama Antar Lembaga, Monitoring  2.  Sub Bidang Pe

    dan Evaluasi; 
d. ari:  Bidang Diklat Pimpinan, terdiri d

n; 1. Sub Bidang Diklat Pimpina
2. Sub Bidang Diklat Kader; 

e. Bidang Diklat Teknis,  terdiri dari: 
 Pemerintahan; 1.  Sub Bidang Diklat Teknis Administrasi dan

gunan2.  Sub Bidang Diklat Teknis Pemban
f. B an

; 
id g Diklat Fungsional,  terdiri dari: 

an; 1. Sub Bidang Diklat Fungsional Kediklat
nal Profesi; 2. Sub Bidang Diklat Fungsio

g. Kelompok Jabatan Fungsional; 
(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana 

tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
 

BAB VII 
ORGANISAS OLITIK DAN  I BADAN KESATUAN BANGSA, P

PERLIN ARAKAT DUNGAN MASY
B u agian Kesat

Kedudukan 
Pasal 19 

(1) Badan  Kesatuan    Bangsa,    Politik    dan    Perlindungan    Masyarakat  
merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang 
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 

(2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin 
oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

 
Bagian Kedua 

Tugas P  Fungsi okok dan
Pasal 20 

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai 
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di 
bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan P rlindungan Masyarakat. e

 
Pasal 21 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Badan 
sKe atuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan 
Perlindungan Masyarakat; 

b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Provinsi di bidang 
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 

c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di 
yarakat; bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Mas

b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; 
 
 

Bagian Ketiga 
Susun isasi an Organ

Pasal 22 
(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 

 dari: Masyarakat terdiri
a. Kepala Badan; 
f. Sekretariat terdiri dari: 

Kepegawaian; 1. Sub. Bagian Umum dan 
n; 2. Sub. Bagian Keuanga

3. Sub.Bagian Program; 
c. Bi n rdiri dari: da g Ideologi Dan Wasbang te

1. Sub Bidang Bina Ideologi; 
2. Sub Bidang Bina Wasbang; 

d. aBid ng Kewaspadaan, terdiri dari: 
 1. Sub Bidang PAM dan Waspadnas;

2. Sub Bidang Penanganan Konflik; 
e. a ri dari: Bid ng Pembinaan Kemasyarakatan,  terdi

1. Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi; 
daya dan Agama; 2. Sub Bidang Bina Ketahanan Sosial Bu

f. aBid ng Politik Dalam Negeri, terdiri dari: 
1. Sub Bidang Fasilitasi Parpol dan Ormas; 
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2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan
g. a , terdiri dari: 

 Pemilu; Kepegawaian; 
Bid ng Perlindungan Masyarakat
1. Sub Bidang Potensi Linmas; 

Linmas; 2. Sub Bidang Rahdal Satuan 
h. Kelompok Jabatan Fungsional; 

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan 
Perlindungan Masyarakat sebagaiman tercantum dalam lampiran adalah 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
BAB VIII 

ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
B u agian Kesat

Kedudukan 
Pasal 23 

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas 
pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat. 

(2) Badan Perberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur 
melalui Sekretaris Daerah. 

 
Bagian Kedua 

Tugas P  Fungsi okok dan
Pasal 24 

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan 
Masyarakat. 

 
Pasal 25 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
aB dan Pemberdayaan Masyarakat  mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat; 
b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Provinsi di 

bidang Pemberdayaan Masyarakat; 
c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di 

bidang Pemberdayaan Masyarakat; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; 

 
Bagian Ketiga 

Susun isasi an Organ
Pasal 26 

(1) si Pemberdayaan Masyarakat,  terdiri dari: Susunan Organisa
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat terdiri dari: 

1. Sub. Bagian Umum dan 
n; 2. Sub. Bagian Keuanga

3. Sub.Bagian Program; 
c. Bidang Kelembagaan Dan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari: 

1. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Dan Perencanaan Partisipatif; 
2. Sub Bidang Pendataan Potensi Dan Pengembangan Kawasan 

Perdesaan; 
mberdayaan   Adat    Dan   Sosial  Budaya Masyarakat,   d. Bidang   Pe

    terdiri dari: 
an.    1. Sub Bidang Pemberdayaan Adat Sosial Dan Tenaga Kerja Pedesa

teraan Keluarga; 2. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Kesejah
e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat,  terdiri dari: 

1.  Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; 
2.  Sub Bidang Ketahanan Pangan, Produksi Dan Pemasaran; 

f. Bidang Sumberdaya Alam Dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari: 
Sarana Pedesaan 1. Sub Bidang Pendayagunaan Lahan, Prasarana Dan 

nologi Tepat Guna;          2. Sub Bidang Pemberdayaan Tek
g. Unit Pelaksana Teknis;  
h. Kelompok Jabatan Fungsional; 

(2) Bagan Susunan Organisasi Pemberdayaan Masyarakat  sebagaimana 
tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
BAB IX 

ORGANISA REMPUAN  SI BADAN PEMBERDAYAAN PE
DAN KELUARGA BERENCANA 

B u agian Kesat
Kedudukan 

Pasal 27 
(1) Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana merupakan 

unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana; 

(2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh 
seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

Bagian Kedua 
Tugas P  Fungsi okok dan

Pasal 28 

42 
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Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan dan an kebijakan daerah di bidang 

m

rintahan daerah di 
bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana; 

d. Pelaksanaan tugas lain ya pimpinan; 

Pasal 30 
(1)  Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga 

PUG dan A ak;               

ngan Perempuan; 
dungan Anak; 
: 

g.

 (2) Bagan Susunan Organisasi ayaan Perempuan Dan Keluarga 
Beren erupakan 
bagia

(1) 
 dibidang Pengendalian Dampak 

Lingkungan;  
(2) Badan Pengendalian Dam aerah dipimpin oleh seorang 

Kepala Badan yang dan bertanggungjawab 
kepada Gubernur melalui 

Tugas Pokok dan Fungsi 
 

Badan Pengendalian Da ah mempunyai tugas 

mpak Lingkungan; 
 pemerintahan Provinsi di bidang 

Pengendalian Dampak Lingkungan; 
as n

 

pelaksana
Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana. 

 
Pasal 29 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Badan 
Pe berdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi: 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana; 
b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Provinsi di bidang 

Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana; 
c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan peme

ng diberikan oleh 
 
 

Bagian Ketiga 
Susunan Organisasi 

Susunan Organisasi Badan
Berencana, terdiri dari: 
a.  
b. 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: 

Kepala Badan; 
Sekretariat, terdiri dari: 

2. Sub Bagian Keuangan; 
3. Sub Bagian Program; 

c. Bidang  Data Dan Informasi, terdiri dari: 
 1. Sub Bidang Data Informasi Dan Pelaporan n

 
d

2. Sub Bidang Data dan Informasi Keluarga Berencana;
. Bidang Pengarusutamaan Gender, terdiri dari: 

1. Sub Bidang Advokasi Dan Fasilitasi PUG; 
2. Sub Bidang Pemberdayaan Organisasi Perempuan; 

ak, terdiri dari: e. Bidang  Perlindungan Perempuan dan An
1. Sub Bidang Kualitas Hidup Dan Pelindu

n2. Sub Bidang Kesejahteraan Dan Perli
rdiri darif. Bidang Keluarga Berencana, te

1.  Sub Bidang  Kesejahteraan Keluarga; 
2.  Sub Bidang Kesehatan Reproduksi; 

 Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pemberd
cana sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah m
n yang tidak t Daerah ini. erpisahkan dari Peraturan 

 
 

BAB X 
ORGANISASI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK  

LINGKUNGAN DAERAH 
Bagian Kesatu 

Kedudukan 
Pasal 31 

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah merupakan unsur 
pendukung tugas pemerintah daerah

pak Lingkungan D
 berkedudukan di bawah 

Sek rah. retaris Dae
 
 

Bagian Kedua 

Pasal 32
mpak Lingkungan Daer

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
Lingkungan hidup. 

 
 

Pasal 33 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Badan 
Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai fungsi: 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Da
. Pelayanan penunjang penyelenggaraanb

c. Pemberian dukungan at  pemerintahan daerah di 
bidang Pengendalian Da

d. Pelaksanaan tugas lain y nan; 
 
 

 penyelenggaraa
mpak Lingkungan; 
ang dib h pimpi

Bagian Ketiga 
sunan Organisasi

Pasal 34 

erikan ole
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(1) 

gelolaan 

atan Konservasi Sumber Daya Alam, 

        

h. Kelompok Jabatan Fungsional; 
(2) Bagan Susunan Orga pak Lingkungan Daerah 

s bagian 

(1) Kearsip  merupakan unsur pendukung tugas 
pemerintah daerah di bida dan Kearsipan; 

(2) Badan Perpustakaan  seorang Kepala Badan 
yang berkedudukan awab kepada Gubernur 

Tugas Pokok dan Fungsi 
 

Badan   Perpustakaan    dan   Ke empunyai   tugas  melaksanakan 

n Kearsipan; 
 Provinsi di bidang 

Perpustakaan dan Kearsipan; 
a an  

(1) Kearsipan, terdiri  dari : 

ustaka, terdiri dari: 

; 
    

f. erdiri dari: 
Sistim Perpustakaan 

Sus engendalian Dampak Lingkungan Daerah 
terd
a. Kepala Badan; 
b.  Sekretariat terdiri dari: 

unan Organisasi Badan P
iri dari: 

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub. Bagian Keuangan; 
3. Sub.Bagian Program; 

c.  Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dan Informasi Lingkungan, 
terdiri dari: 
1. Sub Bidang Akreditasi Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan; 
2. Sub Bidang Evaluasi Dan Informasi Lingkungan; 

d. Bidang Pengawasan, Pengendalian Kerusakan Dan Pencemaran 
Lingkungan, terdiri dari: 
1. Sub Bidang Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan; 
2. Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan;  

e.  Bidang Tata Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan, terdiri 
dari: 
1. Sub Bidang  Amdal dan UKL/UPL; 
2. Sub Bidang Pembinaan Hukum dan Perizinan Pen

Lingkungan; 
f.  Bidang Pembinaan  Peningk

terdiri dari: 
1. Sub Bidang Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut; 

    2. Sub Bidang Pembinaan, Konservasi Sumber Daya Lahan; 
g.  Unit Pelaksana Teknis. 

nisasi Pengendalian Dam
ebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan 

yang tidak terpisahkan d erah ini. ari Peraturan Da
 
 

BAB XI 
ORGANISASI BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 35 
Badan Perpustakaan dan an

ng Perpustakaan 
 dan Kearsipan dipimpin oleh
di bawa anggungjh dan bert

melalui Sekretaris Daerah. 

 
Bagian Kedua 

Pasal 36
arsipan   m

 penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan dan 
Kearsipan. 

 
 

Pasal 37 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Badan 
Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi: 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan da
. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahanb

c. Pemberian dukungan at  pemerintahan daerah di
bidang Perpustakaan d

d. Pelaksanaan tugas lain y  
 
 

s penyelenggara
an Kearsipan; 

ang d leh pimpinan;iberikan o

Bagian Ketiga 
Susunan Organisa

Pasal 38 
si 

S  erpustakaan dan 
a. Kepala Badan; 
b.

usunan Organisasi Badan P

 Sekretariat terdiri dari: 
1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub. Bagian Keuangan; 
3. Sub.Bagian Program; 

c. Bidang Layanan Perpustakaan, terdiri dari: 
1. Sub Bidang Layanan Umum; 

 Bidang Layanan Eksistensi Dan Promosi; 2. Sub
d. Bidang Otomasi Dan Pengolahan Bahan P

1. Sub Bidang  Otomasi Perpustakaan; 
2. Sub Bidang Pengolahan dan Pengembangan Bahan Pustaka

e.  Bidang Deposit, Pengamatan Dan Pelestarian  Bahan  Pustaka,  terdiri  
          dari: 

1. Sub Bidang Deposit Dan Pengamatan; 
; 2. Sub Bidang Pelestarian Bahan Pustaka

 Bidang Pembinaan Perpustakaan Dan Kearsipan, t
. Sub Bidang Pembinaan SDM Kelembagaan Dan 
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     rsipan; 

rdiri dari: 
engolahan; 

j. Kelompok Jabatan Fungsional; 
(2) Bagan Susunan  Organisasi  Perpustakaan  dan Kearsipan 

sebagaim bagian yang 

(1) an merupakan unsur pendukung tugas 
pemerintah daerah di bidang Keta anan Pangan; 

(2) Badan Ketahanan Pangan seorang Kepala Badan yang 
berkedudukan di ab kepada Gubernur 
melalui Sekretaris Da

Tugas Pokok dan Fungsi 

an; 

b. Pelayanan penunjang pen merintahan Provinsi di bidang 
Ketahanan Pangan; 

c. Pemberian dukungan at  pemerintahan daerah di 

 
Pasal 42 

(1) 

b.

: 

 

umsi Pangan, terdiri dari: 
ngan; 

    
g. Unit Pelaksana Teknis 
h. Kelompok Jabatan Fungsio

(2) Bagan Susun    sebagaimana 
tercantum da gian yang tidak 

 

    2. Sub Bidang Pembinaan SDM Dan Sistem Kea
g. Bidang Pengelolaan Arsip Statis, terdiri dari: 

; 1. Sub Bidang Akuisisi Dan Pengolahan
2. Sub Bidang Layanan Dan Perluasan Khasanah; 
 

 teh. Bidang Pengelolaan Arsip In aktif,
n P1. Sub Bidang Penyimpanan Da

2. Sub Bidang Pengawasan Kearsipan; 
i. Bidang Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip, terdiri dari: 
 1. Sub Bidang Bahan Konvensional; 
 2. Sub Bidang Bahan Media Baru; 

  Badan 
ana tercantum dalam lampiran adalah merupakan 
isahkan dari Pera  tidak terp

BAB XII 
ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN   

turan Daerah ini.
 
 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 39 
Badan Ketahanan Pang

h
  dipimpin oleh 

bawah dan bertanggungjaw
erah. 

 
 

Bagian Kedua 

Pasal 40 
Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan dan pengendalian 
Pangan. 

 
Pasal 41 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Badan 
Ketahanan Pangan  mempunyai fungsi: 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pang

yelenggaraan pe

as araanpenyelengg
bidang Ketahanan pangan; 

d.  lain yang diberikan oleh pimpinan; Pelaksanaan tugas
 

Bagian Ketiga 
unan OrganisasiSus

Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri dari :  
a.  Kepala Badan; 

 Sekretariat terdiri dari: 
1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub. Bagian Keuangan; 
3. Sub.Bagian Program; 

c. Bidang Ketersediaan Dan Kelembagaan Pangan, terdiri dari
1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan; 
2. Sub Bidang Kelembagaan Cadangan Pangan; 

ri dari: d. Bidang Distribusi Dan Harga Pangan, terdi
Pangan;1. Sub Bidang Distribusi Dan Akses 

2. Sub Bidang  Harga Pangan; 
man Konse. Bidang Penganekaraga

1. Sub Bidang Pola Konsumsi Pa
2. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Pangan; 

f. Bidang Kewaspadaan Pangan, terdiri dari: 
1. Sub Bidang Kerawanan Pangan; 

   2. Sub Bidang Keamanan Pangan;   

nal; 
an Organisasi Badan Ketahanan Pangan
la bam lampiran adalah merupakan 
ri Peraturanterpisahkan da

 
 

BAB XIII 
ORGANISASI BADAN KOORDINASI  

PENANAMAN MODAL PROVINSI 
Bagian Kesatu 

Kedudukan 
Pasal 43

 Daerah ini. 
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(1) Badan Koordinasi P si merupakan unsur 
penunjang Pemerint anaman Modal. 

(2) Badan Koordinasi Penan mpin oleh seorang 
Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Gubernur melalui Sekretaris Daerah 

ena Provin

(1) 

(2) alam ayat (1) 
yai fungsi: 

a.  Perumusan kebijakan teknis i bidang Penanaman Modal; 
b.  Pelayana an Provinsi di 

bidang Penanama
c.  Pemberian duku raan pemerintahan daerah 

 

ga 
ganisasi 

 
(1) n Modal, terdiri dari :   

e.

2. Sub Bidang Pengendalian Dan Pelaksanaan Penanaman Modal; 
g. Unit Pelaksana Teknis; 

h. Kelompok Jabatan Fungsio
(2)  Bagan Susu  Modal Provinsi 

 
 meru nunja

(1) 

(2) 

 koordinasi antar 

d. Penyelenggaraan urusan ngkapan dan aset kantor; 
e. Melaksanakan penye tausahaan, kepegawaian, 

hukum, ketatalaksan an program kantor; 
n; 

g diberikan oleh pimpinan; 

naman Modal 
ah Provinsi dalam urusan Pen

ama Provinsi dipin Modal 

 
 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 44 
Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi mempunyai tugas 

embantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan Modal. m
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud d
Badan Koordinasi Penanaman Mod l Provinsi mempuna

d
n penunjang penyelenggaraan pemerintah

n Modal; 
ngan a enggatas penyel

di bidang Pelayanan Investasi dan Penanaman Modal; 
 tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; d.  Pelaksanaan

 
n KBagia

Susunan
eti

45
unan Organisasi Badan Koordinasi P

 Or
Pasal 

Sus enanama

1. Sub Bagian Umum; 

a K. 
b

epala Badan; 
. Sekretariat, terdiri dari; 

2. Sub Bagian Keuangan; 
3. Sub Bagian Kepegawaian; 

c. Bidang Perencanaan, terdiri dari; 
1. Sub Bidang Data dan Informasi; 

Program; 2. Sub Bidang Analisa 
d. Bidang Promosi Dan Kerjasama; 

1. Sub Bidang Promosi dan Pengembangan; 
2. Sub Bidang Koordinasi dan Kerjasama; 

 Bidang Pelayanan Dan Pengendalian, terdiri dari; 
1. Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal; 

nal;   
nan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman

a tercantum n adalah sebagaiman merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan rah ini. 

 
 
 

BAB XIV 

 dalam lampira
da aeri Peraturan D

ORGANISASI KANTOR PENGHUBUNG   
Bagian Kesatu 

Kedudukan 
Pasal 46

(1) Kantor Penghubung ng Pemerintah Provinsi 
dalam urusan kehu si serta hubungan antar 
lembaga di Jakarta. 

(2) Kantor Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di  
bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris 

pakan unsur pe
masan, protokoler dan promo

Daerah. 
 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 47 
Kantor Penghubung mempunyai tugas membantu pemerintah daerah 
dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Jakarta. 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (1) 
Kantor Penghubung mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan urusan humas dan protokoler pejabat daerah di 

Jakarta; 
pejabat daerah danb. Memfasilitasi hubungan kerja 

lembaga di Jakarta; 
c. Penyelenggaraan promosi daerah di Jakarta; 

 keuangan, perle
lenggaraan urusan keta
aan da an rencana dn penyusu

f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelapora
tan Fungsional; g. Pembinaan Jaba

h. Pelaksanaan tugas lain yan
 

Bagian Ketiga 
i Susunan Organisas

al 48 

50 

Pas
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(1) Susunan Organisasi Kantor Penghubung, terdiri dari: 
a. Kepala Kantor; 
b. Sub. Bagian Tata Usaha; 
c. Seksi Humas, Protokol dan Pelayanan; 

ngan Antar Lem Promosi; 

(2) 

b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Seksi sebanyak-banyakny eksi; 
d. Kelompok

(3) Pembentukan sana Teknis 

(3) Jumlah tenaga fungsional s a yang tersebut pada ayat (1) 
diatur dan ditetapkan oleh asarkan kebutuhan dan beban 
kerja serta sesuai dengan p undang-undangan yang berlaku; 

TATA KERJA 

 luar Pemerintah 

 
Setiap Pimpinan Satuan Organisasi w jib mengawasi bawahannya masing-
masing dan bila terjadi penyimpa engambil langkah-langkah yang 

pada waktunya. 

an memberikan petunjuk kepada 
bawahannya. 

ang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja. 

d. Seksi Hubu
e. Seksi Monit
f.  Kelompok 

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Penghubung  sebagaimana tercantum 
dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

baga Dan 
oring Evaluasi Dan Pelaporan; 
Jabatan Fungsional; 

 
BAB XV 

UNIT PELAKSANA TEKN S D
Pasal 49 

ungsi 

I AERAH  

(1) teknis tertentu dan pelaksanaan 
urusan Provinsi  dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis  tertentu sesuai 
dengan kebutuhan; 
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis,  terdiri dari : 
a. Kepala; 

Dalam rangka pengembangan f

a 2 (dua) S
 Jabatn Fungsional 
 Organisasi Unit Pelak dan Tatakerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Gubernur. 

 
 

BAB XVI 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 50 
Kelempok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah 
Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

 
Pasal 51 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional 
yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku; 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat 
oleh Gubernur 

ebagaiman
Gubernur berd
eraturan Per

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat 
(1) diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan 
peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

 
BAB XVII 

Pasal 52 
Dalam melaksanakan tugas Satuan Organisasi dan Kelompok tenaga 
fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di 
lingkungan Pemerintah Daerah se n instansi lain dirta denga
Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 
 
 

Pasal 53
a

nan agar m
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Pasal 54 
Setiap Pimpinan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 
bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan 
berkala tepat 

 
 

Pasal 55 
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari 
bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 
penyusunan laporan lebih lanjut d

 
 

Pasal 56 
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 
laporan wajib disampaikan  kepada Satuan Organisasi lain y

52 

 
 

51 



Pasal 57 
Dalam melaksanakan tugas s ganisasi dibantu oleh Satuan 
organisasi dibawahnya, dan emberian bimbingan kepada 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 
  

KETEN LIHAN 

Kan
Pro

a. Peraturan Daerah Nomor 01 Pembentukan Organisasi dan 
 

(2) Hal-hal  yang  belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya ak  gan Peraturan 
Gubernur. 

Pas
Peraturan Daerah ini mulai berlak
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Le aerah Provinsi 
Sumatera Barat. 

 
Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal  21 Juli 2008 
GUBERNUR SUMATERA BARAT 

 
dto 

 
GAMAWAN FAUZI 

             SUMATERA BARAT 
 

  dto 
 

    DRS. H. YOHANNES DAHLAN  
Pembina Utama Mudya, Nip. 410003662  
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2008 NOMOR: 3 

 
 

etiap pimpinan or
dal a pam rangk

bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. 
 
 
 
 

B  AB XVIII
ESELONERING 

Pasal 58 
Eselonering Pejabat Struktural Inspektorat, Badan dan Kantor disesuaikan 
engan d

 
BAB XIX 

PE N MBIAYAA
Pasal 59 

Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan/Kantor Pemerintah 
rovinsi Sumatera Barat dibebankan pada Anggaran P

BAB  XX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal  60 
Uraian Tugas Inspektorat, Badan/Kantor Daerah Provinsi Sumatera Barat, 
akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. 
 

BAB XXI 
TUAN PERA

Pasal 61 
Kepala Badan, Kantor beserta pejabat struktural lainnya tetap melaksanakan 
tugas sebagaimana biasanya, sampai ditetapkannya Kepala Badan, Kepala 

tor beserta pejabat struktural lainnya di lingkungan Pemerintahan daerah 
vinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

 
BAB XXII 
PENUTUP 
Pasal 62 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku lagi sebagai berikut: 

6 Tahun 20
Tata Kerja Badan, Kantor Daerah Provinsi Sumatera Barat.

b.Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Organisasi Dan Tata Kerja Badan, Kantor Daerah Provinsi Sumatera 
Barat. 

an diatur lebih lanjut den

al 63 
u pada tanggal diundangkan.  

mbaran D

54 

 
 
 
 

 

 
Diundangkan di Padang  
Pada tanggal  21 Juli 2008 
SEKRETARIS DAERAH PROVIN  SI

53 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENJELASAN 
ATAS 

 PERATURAN
NO

 DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT 
MOR 3 T HUN 2008  

 

I. 

dengan

or-faktor tersebut diatas, agar 
timal dengan adanya penanganan 

esional sehingga pelayanan 
a prima sesuai dengan 

tuntutan dan kebutuhan masyarakat. 
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Tugas Pokok dan 

Fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja, sedangkan fungsi 
Bagian, Bidang dan Uraian Tugas bagi pemegang jabatan akan diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. 
 

A
 

TENTANG 
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT,  

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DAN LEMBAGA TEKNIS  DAERAH  

PROVINSI SUMATERA BARAT  
 
   

PENJELASAN UMUM. 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang 
sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintah Daerah, telah terjadi Perubahan yang sangat mendasar 
dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, dalam artian Daerah 
diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan 
Pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki 
kewenangan membuat kebijakan Daerah untuk memberikan pelayanan, 
peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang 
bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka dalam implementasi 
kelembagaan setidak-tidaknya terwadahi fungsi-fungsi Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari urusan wajib dan 
urusan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib adalah urusan Pemerintahan 
yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang terkait 

 pelayanan dasar bagi masyarakat, urusan Pemerintahan yang 
bersifat pilihan adalah urusan Pemerintahan yang diprioritaskan oleh 
Pemerintahan Daerah untuk diselenggarakan yang terkati dengan upaya 
mengembangkan potensi unggulan yang menjadi kekhasan Daerah. 

Dalam rangka pelaksanaan otonomi luas, nyata dan 
bertanggungjawab serta penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan 
dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien 
sesuai dengan kebutuhan daerah, maka disusun organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

Penyusunan dan penataan organisasi dimaksud disesuaikan 
dengan tingkat perkembangan kebutuhan dan prediksi perkembangan 
masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat Sumatera Barat selama 5 
tahun yang akan datang. Dengan memperhitungkan kondisi dan potensi 
Daerah, serta permasalahan yang harus diatasi, maka struktur organisasi 
dinas daerah diharapkan mampu mengimbangi pesatnya perkembangan 
dinamika masyarakat Sumatera Barat. 

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah 
dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang 
membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam 
Sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, 
unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pendukung 
tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, 
serta unsur pelaksana urusan Daerah yang diwadahi dalam Dinas 
Daerah. 

Dasar utama penyusunan organisasi Dinas dalam bentuk suatu 
organisasi disesuaikan dengan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah yang terdiri dari unsur wajib dan unsur pilihan, 
namun tidak setiap penanganan urusan Pemerintahan dibentuk kedalam 
organisasi tersendiri tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan 
kemampuan Daerah. 

Berdasarkan pertimbangan fakt
pelayanan dapat diwujudkan secara op
kewenangan yang lebih intensif dan prof
kepada masyarakat dapat dilakukan secar
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II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
Pasal   1 sampai dengan pasal 63  : Cukup Jelas. 

 
 
 
 
 

57 


